Menimbang :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan
tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman,
tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama

bagi warga masyarakat;

. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang

dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata
di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali

terutama dari sumber kemampuan sendiri;

. bahwa dalam rangka kemandirian dimaksud, peran masyarakat dalam

pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan
dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa
paak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan
nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga
setigp anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan
sendiri kewajiban perpajakannya;

. bahwa dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan

sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wgjib Pajak
sebagai mana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang

mempunyai kekuatan hukum yang memaksa;

c. bahwa...
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bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan
Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) tidak dapat
sepenuhnya mendukung pel aksanaan Undang-undang perpajakan yang
berlaku sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum
nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga diperlukan
Undang-undang penagihan pajak yang mampu memberi kepastian
hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran
dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewagjiban perpajakannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959
tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1850) dipandang perlu diganti;

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpgjakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3566);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONES

MEMUTUSKAN:...
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MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Pgjak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut
oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku'

Wagjib Pagjak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk
melakukan kewajiban perpgakan, termasuk pemungut pajak atau
pemotong pajak tertentu;

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pgjak menurut

peraturan perundang-undangan perpajakan;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firmakongs koperasi, yayasan atau
organisasi yang sgjenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap,

serta bentuk badan usaha lainnya;

5. Pgabat...
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Pgjabat adalah peabat yang berwenang mengangkat dan
memberhentikan Jurusita Pagjak, menerbitkan Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman
Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat
lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan
Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Jurusita Pgjak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang
meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat
Paksa, penyitaan dan penyanderaan;

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan;

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan;

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak
yang dilaksanakan oleh Jurusita Pgjak kepada Penanggung Pajak
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi
seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun
pajak;

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak
yang dilaksanakan oleh Jurusita gjak kepada Penanggung Pajak
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pemayaran yang meliputi
seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun
pajak;

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak;

12. Biaya...
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Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan  Penyitaan, Pengumuman Lelang,
Pembatalan Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan
penagihan pajak;

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang
Penanggung Pgjak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang

pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Objek sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan

jaminan utang pajak;

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara
penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melaui usaha

pengumpulan peminat atau calon pembeli;

Kantor lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan

penjualan secaralelang;

Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat
oleh Pgabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku;

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap
Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara
Republik Indonesia berdasarkan aasan tertentu sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan
Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu;

Gugatan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan
pajak dan kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan;

21. Penagihan...



